
BUPATI BARITO SELATAI{

PROVINSI KATIMAI'ITAI{ TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR :} TAHUN 2O2T

TENTANG

PEI{GADAAN BARANGIJASA PADA BADAN TAYANAN UMUM DAERAH U!TI?
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAIT MASYARAI(AT BUI{TOK

DEI'IGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6l ayat {1) huruf a

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang...-
Pengadaan BaranglJa.sa Pemerintah Sebagaimana telah

dir-rbah de.ngan Peraturan Pemerintakr Nomer 12 Tahr:r:

2A21 tentang Ferubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

16 Tahun 2018 , tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah den Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomqr 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan

Umum Daerah, . perlu imenetapkan Peraturan Bupati

tentang Pengadaan BarangfJasa pada Badan Layanan
I I*"* I-\^^-^tr TT-.i+ D^l^1--^-^ 't1^l--io T-\i-^o Drrsa*uliruitt uaLlarr v tlrL I ula^oGala a untlal urrraD r uEqL

Kesehatan Masyarakat Buntok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Talnun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

1f^^,,1^I.:1- r*l^-^^]^ rn^L,.- 1r)trrr \T^*^- ,7n '!.^*1-^t-^-i\EPLiUtlll Itr(fUtiCi)iai. iailiLltl L2J, IraiJllI(ji i zt lcl-rlluarrd.rl

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 1820);

2" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843] sebagaimana telah
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diiibah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 24rc

tentang Perubahal atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OAg tentang Kesehatan

{Lembaraa Negara Republik Indonesia Taliun 2*09 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

IndCInesia Tahun 2AL4 Nomor '24+,, Tambahan Lembarall

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Uadang NoT,or 9 Tahun 2ALS tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang'"'lqornor 23 Tahun 2A]4 tentang

Pemerintahan',,..Daerah,',:{kfrbararr Negara Republik

Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indo.nesla, Nomor 56 79) ;

Peraturan Pemerintah , Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan, Keuan$an Daerah (Iimbaran Negara P-.epubiik

Indanesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Repuhlik Indonesia Nemor 6322);

Peraturan Presiden 
'Nomor 

16 Tahun 2O1B tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun

202i tentang Perubahan Atas Peratui'an Presiden Flcmor 15

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah {L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2A2L Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturaa lvlenteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahua

2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5.

6.

t.
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8. Pei:aiuran L{enien *alam Negeri }-lomor 79 Tah'.in 2A18

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah (Berita Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 24rc

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1335);

10. Peraturan LemLraga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2A2l

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang

Dikecuaiikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A2l Nomor a87};

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangfJasa

Pemerintah Republik Indonesia Nomor L2 Tahun 2021

tentang Pedoman Pengadaan BarangfJasa Pemerintah

melalui penyedia {Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2AZl Nomor 593);

12. Peraturan Daeraltl .'Kabupaten Barito Selatan Nomor 3

Tahun 2016 tenSlg Pem'le-ntukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bafito Selatan {Lembaran Daerah

Kabupaten Barlto Sela'!e1 Tahun 2A16 Nomor 3, Tambahaa

Lembaran Daerah 
-Kabupaten 

Barito Selatan Nomor 2);

13. Peraturaft .,Daerah ltabupaten Barito Selatan Ncmcr 7

Tahun 2A2O tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2*28

Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Barito

Seiatan Nomor 7);

14. Peraturan Bupati Barito Seiatan Nomor 30 Tahun 2020

tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan

Umum Daerah Unit Teknis Dinas Pusat Kesehata::

Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito

Selatan Tahun 2010 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Barito selatan Nomor 31 Tahun 2A2*

tentang Poia Tata Kelola pada Badan Layanan Umum

Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan

Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barit*

Selatan Tahua 2A2A Nomor 31");

16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 32 Tahun 202fi

tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umurn

Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
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Iv{asyarakat Buntok Tahun 2o2C-2A25 {Berita Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2A2A Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TTNTANG PTNGADAAN BARAI{G/JASA

PADA BADAN LAYANAI{ UMUM DAERAI{ UNIT PELAI$AI{A

TEKIIIIS DINAS PUSAT KESEHATAI{ MASYARAI{AT BUITTOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

t'""". 
-1. Daerah adalah Kabupat€n,,Barito selatan'

2. pemerintah ' Dae '.adalah Bupati sebagai 
:"u:t

penyetenggara 'pemerintaUr* daera-h yang memimpin

pelaksan""n ur1san.,' , ' 
p**.'intahan yang menjadi

kewenangryt daei@ 
rolo:qffi 

.

3. Bupati adalah Bupirti Barito Selatan'
" t'i - '' :

+. Pusat Keg+atarr^,,Masyarakat,.Buntok yang selanjutnya

d.isebut Puskesmas Buntok adalah fasilitas pelayanan

kesehatan ya{rg .' menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehata-n perseoralLgan tingkat

pertama,denganlebihmengutamakanupayapromotifdan

preventif divrilaYah ker; anYa.

5. Badan Layanan umum Daerah Puskesmas Buntok yang

selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas Buntok adalah unit

pelaksana teknis d.inas di lingkungan pemerintah daerah

ya].rg melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu serta ditrentuk untuk

memberikanpelayanankepadamasyarakatberupa
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan

mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatalnya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Fuskesmas yang

diangkatolehBupatidanbertanggungjawabterhadap
kinerja operasional BLUD Fuskesmas'
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7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengeloLa keungan/baraag

BLUD Puskesmas pada batas-batas tertentu yang

dikecuaiikan dari ketentuan yang berlaku umum.

8. Anggaran Pendapatan dan Beianja Negara yang selanjutnya

disingkat APBN adalah rencarra keungan tahunan

pemerintahyang dibahas dan disetujui bersama pemerintah

dan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia yang

ditetapkan dengan Undang-Undang.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keungan tahunan

pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Barito Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1O. Pejabat Pembuat Komitmen yang disingkat PPK adalah

pejabat yang diberi kewehangan oleh Pengguna Anggaran

(PA)/Kuasa,,'Pengguqa;,,,$nggaran {KPA} untuk rnengambil

keputusan Oaq&leu : :me,1eJ<ukarr tindakan yang dapat

mengakibatkan :p.trrgplu anggaran belanja serta yang
:,: .'

bertanggqng jry 
"ry',pelaksanaan 

pengadaan barang/

jasa. ,-r. .. r. ,..:::...:r:i,.;,,., , ,,,1 . r

ll.Penyedia baraag/jasa. a{alah ,Badan Usaha atau oraug

perseorangan yang kegratan usahanya menyediakan

barang/lAyanan jasa $esuar ketentuan peraturan

perundangiundqrrgart yang bertaku .

12. Pejabat pengelcla "BLUD , adalah pimpinan BLUD ytrlg

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang

terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis

pada BLUD.

13. Pejabat Pengadaan BLUD Puskesmas adalah personil yang

diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk melaksanakan

pembelian langsung dan pembelian melalui e-purchasing

dengan nilai diatas Rp.200.00C-00G,00 (dua ratus juta

rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Po$a

Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan

oleh pimpinan unit Kerja Pengadaan barangljasa untuk

mengelola pemilihan PenYedia.
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15. Harga Perkiraan Se;idii"i selanjutnya disingkat HPS adalah

harga baranglja.sa yang dikalkulasikan secara keahlian dan

berd asarkan data yang dapat dipertanggungj awabkan

16. E-catatog adalat_ sistem informasi elektronik yang memuat

daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu

dari trerbagai penyed.ia barang/jasa Pemerintah yang

menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dalam belanja

barang/jasa kebutu han BLUD'

17. E-purctwsing adalah tata cara pembelian barang/jasa

meialui sistem katalog elektronik'

18. Keadaan cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika

tidak diadakan / diperbaiki / ditangani akan

mengganggulmenghentikan pelayanan puskesmas atau

membahaYakan jiu''a.

19. Pengadaan cito adalah pengadaan i'ang dilaksanakan

dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan

sebelumnya.

20. Swakelola ad4lah pelaksanaan pekerjaan yang

direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri berdasarkan

peraturan perundang'undangan yang berlaku"

Pasal 2,

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

merupakan pedoman bagi BLUD Puskesmas Buntok dalam

pengadaan barang liasa dilingkup kerjanya'

pengad,aan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Buntok

bertujuan untuk menjamin ketersediaan barangljasa yang

le'bih bermutu, lebih rnurah, proses pengadaan yang lebih

sed.erhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan

kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada

BLUD Puskesmas Buntok.

Pasal 3

{1} pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip :

a= efi"sien;

b. transParan;

(u

(2)
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c. akuntabel;dan

d. praktek bisnis Yang sehat.

Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a'

yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan

mellggunakan dana dan daya yang minimum untuk

mencapaikualitasdanSasa.randalamwaktuyarrg
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan k'ralitas

maksimum.

Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat t1)

huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa harus mengikuti

ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat

jelas dan dapat aitetateui secara' luas oleh penyedia barang

jasa yang berminat. .

(3i

(4)Prinsipatruntabelsebagaimanadimaksudpadaayat(1i
huruf c, yaitu pengadaan barcrlg/jasa harus sesuai dengan

aturan dan kSten*aii',J4n8 terkait 
]enSan 

pengadaan

barang/jasa, eL$$, Puskesmas Buntok sehingga dapat

dipertanggungjawabkan .';',,: :,'

(5) prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud

pada a3rat , { 1} , 
. ;ur,ul.., d; " yaitu 

l*i*"1"* 
barang/iasa

pen3ielenggar*an' :f arqSlisasi , berdasarkan kaidah-

rgka Pemberiankaidah manajemen .yang' baik,. {*lam rar

layanan yang bsmutu, berkesinambungan dan berdaya

samg.

Puskesmas

{leksibilitas

ketentuan

pemerintah

e{isiensi.

BAB II

FLEKSIBILITAS

Pasal 4

sebagai BLUD dengan status penuh dapat diberikan

berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari

yang berlaku umum bagi pengadaan barangljasa

karena terdapat alasan efektifitas dan/atau
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(1)

n^^^l trr-iliiir,t J

Efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 meiiPuti :

a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya

dalam operasional dan layanannya terhadap Puskesrnas

atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna

sebelumnSra;

b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan

komparatif terhadap waktu pelayanan, baik bagi

puskesmas maupun bagi pasien; dan/atau

c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau

danmampumelayanilebihresponsifterhadap
kebutuhan pelayanan di Puskesmas dan pasien'

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada a5,"at {1}, diberikan

tdnarr harang/i' )er dananYaterhad.ap pengadaan ba.rang/jasa yang sumt

berasal dari :

a. jasa l8f8.rt&11,,:

c. hasil ke{asama deqqa+ Fihak la-in; dan

d. lain-lain pendapataq BLUD yang sah'

pengadaan, barangljasa sebagaimana dimaksud pada a3rat

t2) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan' yang

terdiri dari;

a. barang (Goods)

h. pekedaan kontruksi (Works); dan

c. jasa {seruices}, termasuk jasa konsultasi dan jasa selain

konsultasr.

i+i Pengadaan barangljasa yang sebagian atau seluruhnya

bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perund'ang-undangan yang berlaku

d.alam pengadaan barangljasa pemerintah'

tsiPengadaanbarang/jasayangdananyaberasaldarihiLtah
terikat dilakukan sesuai d'engan :

a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

b. peraturan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada

BLUDPuskesmasBuntoksepanjangdiset.-,j,,ipemberi

hibah.

1r)\
\2,

le\
t *r,
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BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

Pasal 6

(11 HPS telah memperhitungkan biaya tidak langsung,

keuntungan, Pajak Pertambahan Nilai {PPN), bea masuk,

pajak dalam rangka impor dan bea lainnya.

{2i HPS dikecualikan untuk pengadaan yang menggunakan :

a. pengadaan dalam keadaan cito;

b. barang/jasa yang harganya telah standar;

c. barang/jasa yang harganya telah dipublikasikan secara

luas;

d. pembelian melalui e-purchasing / market place; atau

e. pembelian langsung di tempat / lokasi pameranf event

dan/ atau toko, terhadap barang/jasa yeftg sudah

direncanakan, , .','. dengan maksimal harga

Rp.50O.OOO.OOO00 t ratus juta rupiah).

t3) Dasar perhitungaa-, HP, ,,'disusun menggunakan paling

sedikit salah satq,data/referensi sebagai berikut :

a. analisa harga satuan pekeqjaan dan barang yang

bersanglutan; 
:,.,, ., , .

b. perkiraan'perl{tSngan biaya oleh konsultan yang dapai

dipertanggungiawabkan d4n masih dalam masa validitas;

atau

c. harga pasar setempat atau harga pasar yang ditawarkan

secara luas/ online,

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

t1) Jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas

Buntok meliputi :

a. barang;

b. pekerjaan konstruksi;

c. jasa konsultasi; dan

d. jasa lainnya.
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Pengadaanbarangfiasasebagaimaiiadimaksudpadaayat

{1} dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan' dimana harus

menjamin pelayanan kesehatan, pendukung dan penunjang

layanan kesehatan berjalan dengan optimal dengan

memperhatikan {leksibittas BLUD'

pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh

Pimpinan BLUD Puskesmas untuk melaksanakan

pengadaan barang/jasa BLUD Fuskesmas'

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat {4}

terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan'

substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan

bidang l'ain 5'sng diPerlukan'
jasa dilakukan(5) Penunjukan pelaksana pengadaan bararrtgl

dengan PrinsiP :-:
a. Obyekti{itas, dalarq. ha1 penunjukan yang didasarkan

pada aspek ir* itan' mora1, kecakapan pengetahuan

mengpnql p , q;44.,t prosudur pengadaan barang

dan/ataU jasa,.talgu'iig jawab untuk mencapai sasaran

kelanearan aim rretepa :I tercapainya tujuan pengadaan

barang dar:-l atau jasa;

b. indep^ndmsi, "@' tr*t menghindari dan mencegah

terjadinya p tangaqr 
. 
kepenti"gT, dengan pihak

terkait datam meiaksa,qakan penunjukan pejabat lain

baik langsung o*"putt,tidak langsung; dan

C'SalingUji{crosscheck\,dalamhalberusahamemperoleh
informasi dari sumber yang berkompetan, dapat

dipercaya, dan dapat dipertanggungiawabkan untuk

mendapatkan keyakinan yang memadai dalam

melaksanakanpenunjukanpelaksanapengadaanlain.

t6}Pelaksanaanpengadaanharangljasalainnya/jasa
ksnsultasi non kontruksi melalui penyedia maka

pelaksanaanpemiiihanpenyediadilakukansesuaimetode

pemilihan, dengan ketentuan:

a. PPK melaksanakan E-lrurehasing dengan nilai HPS paling

sedikit diatas Rp. 200.00s.000,00 {dua i'atus juta

ruPiah);

b.PejabatPengad.aanmelaksanakanPengadaanLangsung

dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan

barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp'

(3)

t4)
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2O0.COC.COO,OS {dua ratus juta rupiah} atau jasa

konsultasi yang bernilai paling banyak Rp'

100.000'000,00 (seratus juta rupiah); dan

c. Pokja Pemillhan melaksanakan Tender/se1eksi, Tender

CePat, dan Penunjukan Langsung'

t7) Bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis

harang/jasa, metode pemilihan penyedia danlatau resika

pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangaft'

Bentuk kontrak terdiri atas :

a.BuktiPembelian/Pembayaran,yaitudokumenyang
digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus

dibayarolehPPKuntukpengad.aanbarangataujasa
lainnya dengan nilai paling banyak Rp' 10'000'000'00

(sepuluh juta rupiah). Contoh bukti

fakturlbonf inu*i*e,pembel.ian/pembayaran antara lain

struk, dan nota kontan;

b. Kuitansi, yaitut men yang dijadikan sebagai tanda

bukti it urr*aksi,',,perrlbayaranyang ditandatangani oleh
. r,-.,'ri .. ..:

penerima lpenyedia 'denagn- berbagi ketentuan

pembay4ran',untuk',,Sengadaan barang/jasa lainnya

dengan nrrati,'pallng ;banyak Rp' 50'000'000'00 {lima

puluh juta ruPialiJ; 
,

c. Surat Perintah Kerja, yaitu perjanjian sederhana secara
. .:'

tertulis anJara kedua. pelah pihak tentang suatu

perbuatan yang r'memiliki akibat hukum untuk

memperolehhakdanmelaksanakankewajiban.Surat
PerintahKerjad.igunakanuntukPengadaanjasa
konsultasi Nonkontruksi dengan nilai paling banyak Rp'

I,+0.0S0.000,CC {seratus juta rupiah} dan Peagadaan

barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp.

50.000.000,00 (1ima puluh juta rupiah) sampai dengan

nilai paiing banyak Rp. 200'000'000,00 (dua ratus juta

rupiah);

d. Surat Perjanjian, yaitu pernyata'an secara tertulis antara

kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang

merailikiakibathukumuntukmemperol.ehhakdaa
melaksanakan kewajiban' Surat Perjanjian digunakan

untukpengadaanbarangljasalainnyanilaipatinssedikit

di atas Rp. 200.000'000,00 (dua ratus juta rupiah] darl

pengadaanjasakonsultasinonkontruksidengannilai
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palingsedikitdiatasRp.lO0'000'000,00(seratusjuta
rupiah); dan

e. Surat Pesanan, yaitu bentuk perjanjian dalam

pelaksanaan pengadaan melalui E-purc?wsirtg' Bentuk

surat pesan"an mengikuti praktik bisnis yarrg sudah

mapanyangditerapkandalamperdanganmelaluisistem

elektronik. untuk pengadaan barang/jasa tertentu yang

membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci ataE

d.iperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam

proses pembayaran maka Surat Pesanan dapat

ditindaklanjuti dengan surat Perintah Keq'a atau surat

Perjanjian.

PelaksanaaR ,pengada4n jasa kontruksi melalui penyedia.

Pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dal Pokja

'sesuai metode Pemilihan'pemilihan lPejabat Pengadaan

dengan keteatuan :

a. ppK rnelaksagakin ',fuparctwsing dengan nilai HPS

palingsedikit.di,.atas...'. .200.0o0.o00,o0(duaratusjuta
rupiah);

b. Fejabat,i pengadqg4, mel4ksanakan pengadaan langsung

danp*'ut*tt*--141'gi}!'guntukpekerjaankontruksi
deng4n .nilai'frfS' pat{ng banyak Rp. 200.00G.SO0,00 {dua

ratusjuta rupiah): +tair jasa kansultasi kontruksi dengan

nilai pali4g, baqyak Rp. 160'000'000,00 {seratus juta

rupiah); dan

C.Po\|apemilihanmelaksanakanTender/Seleksi,Tender

Cepat, dan Penunjukan Langsung'

Bentuk kontrak dengan memperhatikan nilai kontrak, jenis

baraagljasa,metodepemeilrhanpenyediadan/ataurisiko
pekerj aan sesuai ketentuan peraturan perundangan'

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 8

Jenjang nilai pengad'aan barang dan/atau jasa sebagaimana

dimaksuddalamPasalTAyat(7}danAyat{8)diselengarakan
berdasarkan jenjans nilai yang diatur sebagai berikut :

(e)
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il.

PengadaanBarang/.}asaLainn5,*adengannilaipalinsban5'ak

Rp. 200.000'000,0S {dua ratus juta rupiah) dilakukan

dengan pengadaan Langsung kepada penyedia barangljasa

dengan bukti pembelian/pembayaran antara lain

faktur/bonf inuoice, struk, dan nota kontan;

Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan

Langsung dengan nilai Rp' 10'000'000,00 (sepuluh juta

rupiah) menggul?akan nota (bukti pembelian)' Pengadaan

Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp' 10'000'000'00

{sepuluh juta rupiah) sampai Rp' 50'000'000'00 (lima puluh

juta rupiah) menggunakan kuintasi' dan Pengadaan

Barang/JasadengannilaidiatasRp'50'000'000'00{iima
puluh juta rupiah) sampai Rp' 200.00: O-:OOO (dua ratus

juta rupiah) menggunakan Surat Perintah Kerja {SPK};

c. Pengadaan Barang/Jasa LainnS''a dengan nilai D*r\.[,,.

- {At'tq rotrt'c irll ai dengan RP'200.000.000,- {dua ratus juta rupiahi samp

500'000.000,.(iimaratusjutarupiah}dilakukandengarr
metode Tender CePat; , '

d. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp"

500"000.000,00 [lima,,ratus juta rupiah) dengan metode

I'l'ender;

e.PengadaanPekerjaanKontruksidengannil.aisampaidengan

's 
juta ruPiah) daPat dilakukanRp. 2O0.000.000,00 {dua ratr

dengan metode Pengadaan Langsung;

f.Pengad.aanPekerjaanKontruksidenganmetode-metode
pengadaan iangsung dengan nilai sampai Rp' 10'000'000'00

{sepuluh juta rupiah} menggunakan nota {bukti pembelian}'

pengadaanpekerjaankontruksidengannilaidiatasRp.
10.0SS.0C0,0C {sepuluh juta rupiah} sainpai Rp'

50.000.000,00 iiima puluh juta rupiah) menggunakan

kuitansi,danpengadaanpekerjaankontruksidengannilai
diatasRp-50.000.000,00(limapuluhjutarupiahlsampai
Rp. 200'000.000,0O (dua ratus juta rupiah) menggunakan

Surat Perintah Kerja (SPK);

g.PengadaanPekerjaanKontruksid.engannilaidiatasRp.
20S.000.000,00 {dua ratus juia rupiah) sampai dengan ailai

Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan

Cengan metode Tender CePat;
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pengadaan Jasa Konsultasi sampai deftgan Rp'

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan

Surat Perjanjian; dan

pengadaan Jasa Konsultasi di atas Rp. 200.000.000,- {dua

ratus juta rupiah) sesuai dengan ketentuan dan peraturan

perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa

pemerintah.

Pasal 9

Dalam hal pengadaan barang/jasa diiaksanakan dalam

keadaan cito, apabila terjadi sebagai berikut :

a. Keadaan ya4g menganc1m kesel4r4atan jiwa;

b. Baraag/Jasa yang harus r'nendapat penanganan kurang dari

48 {empat Puluh deiapan}jam;
ganan khususc. Barangljats& l'diadakan yang perlu penan

secara ceP4t; dan ' ' :1 ':'1i'

d. Terjadi wabah, ben'cana'r,at4u terjadi ***1i" kasus secara

signifikan yang rye.1qertukac 
penangSnan segera'

, .. , , -.:r , .,...,p&-a.]. 10,

Hal teknis terkait dengan administrasi dan metode pemilihan
. . )' .'

penyediad"iaturlebihranjur'oenganPeraturanPemimpinBLUD

Puskesmas Buntok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasat 11"

Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusa-n

Pengad.aan Barang/Jasa Pemerintah melakukan pembinaan

terhadap Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Bada:r

LayananUmumDaerahUnitPelaksanaTeknisDinasPusat
Kesehatan MasYarakat Buntok'
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangarl Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal :i'l 3*te*:h*;:2921

..:'
EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal i", 1er,e;:ter 2O2L

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR .5.4

SELATAN,

RIS DAERAH
RITO SELATAN,


